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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peranan Pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam 

penegakan hukum tindak pidana pencucian uang telah dilaksanakan melalui 

penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), penerapan 

Customer Due Diligence (CDD), serta pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan kepada PPTAK. Sistem pengawasan tersebut dilakukan 

sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang di sektor perbankan 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengawasan tersebut 

antara lain pelatihan dan pemahaman petugas bank terhadap pencucian 

uang masih belum merata, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh 

pihak perbankan, ketentuan kerahasiaan bank, serta perkembangan modus 

pencucian uang yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan 

teknologi. 

3. Upaya yang Dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam 

mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi terkait Program Anti 

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), 

memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan koordinasi 

dengan lembaga terkait dalam rangka mendukung efektivitas pencegahan 

tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis dalam thesis ini untuk beberapa 

pihak terkait yaitu: 

1. Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, perlu meningkatkan 

pelatihan pegawai terkait identifikasi transaksi mencurigakan dan 

modus pencucian uang berbasis teknologi, memperkuat sistem 

pengawasan berbasis digital dan risk-based approach, serta 

melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap 

implementasi program APU-PPT. 

2. Bagi regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu meningkatkan 

pendampingan dan pengawasan terhadap Bank Pembangunan 

Daerah serta menyederhanakan koordinasi dan pertukaran data 

guna mendukung efektivitas pencegahan dan penegakan hukum 

tindak pidana pencucian uang. 

3. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan sinergi dan 

koordinasi dengan pihak perbankan serta mengoptimalkan 

penggunaan teknologi forensik keuangan dalam penelusuran dan 

pembuktian tindak pidana pencucian uang.
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